LAPORAN PANITIA
PADA ACARA PENUTUPAN

PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT
Batam, 14 – 16 Mei 2010
Yth : 

* Ka Dinkes Propinsi seluruh Indonesia atau yang mewakili 
* Kepala BBPK dan Bapelkes Nasional

* Kepala Badan Diklat Provinsi atau yang mewakili

* Para pejabat struktural Pusdiklat SDM Kes dan jajarannaya 
* dan Para Peserta Pertemuan 

Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat Malam, Salam Sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat hadir  bersama untuk mengikuti Pertemuan Koordinasi Kemitraan Bidang Diklat yang telah dilaksanakan selama 2 hari. Kami panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian dalam acara pertemuan ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola UPT Pelkes Batam, seluruh panitia dan rekan rekan mitra yang telah mempersiapkan acara ini, sehingga pertemuan ini dapat terseleggara dengan baik. 

Bapak Kepala Pusdiklat yang saya hormati,

Seperti yang telah kita ketahui bersama, pertemuan ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 14 – 16 Mei 2010  di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Batam, dan diikuti oleh peserta sebanyak 169 orang dengan rincian sbb : 

Pusdiklat SDM Kesehatan


: 20 oarng 

BBPK. Jakarta dan mitranya


: 32 orang

BBPK. Ciloto dan mitranya


: 40 orang

BPPK. Makassar dan mitranya

: 29 orang

Bapelkes Salaman
dan mitranya
: 17 orang

Bapelkes Lemahabang dan mitranya
: 31 orang

Sampai saat ini jumlah peserta yang masih hadir adalah 150 orang
Seperti yang telah kami laporkan dalam acara pembukaan, Pertemuan Koordinasi Kemitraan Bidang Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Pusdiklat SDM Kesehatan dan jajarannya dengan mitra kerjanya di daerah. 

Oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada pertemuan ini telah disajikan berbagai materi sebagai berikut:
· Implikasi Permenkes 971 tahun 2009 terhadap diklat aparatur daerah menurut sudut pandang Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri

· Pola penjenjangan diklat teknis

· Mempersiapkan BBPK, Bapelkes Nasional  dan Bapelkes Provinsi menuju Good Governance

· Kesetaraan gender

· Satuan Biaya keluaran

· Diklat dalam pembangunan kesehatan

· Disamping itu akan diberikan pula pencerahan oleh motivator Arfan Pradiansyah. 

Dengan nara sumber berasal dari Badan PPSDM Kesehatan, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, dan Deputi Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara serta BBPK Jakarta, Konsultan SDM. 

Selain pemberian materi,  dilaksanakan juga forum kemitraan BBPK dan Bapelkes Nasional dalam bentuk diskusi dengan masing-masing mitra propinsi di wilayah kerja masing-masing.

Bapak Kepala Pusdiklat yang saya hormati,
Berdasarkan penyajian materi dan diskusi, serta forum kemitraan yang telah dilaksanakan, maka telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
RANGKUMAN
1. Perlu peningkatan harmonisasi antara Dinkes, Bapelkes, dan Badan Diklat Provinsi dalam menyelenggarakan pelatihan di daerah
2. Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 menetapkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja sehingga jenis dan satuan output merupakan hal yang penting, untuk itu perlu dibuatkan standar/ indicator

3. Dalam waktu dekat ada restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dimana pada struktur organisasi Badan PPSDM Kesehatan terdapat Pusdiklat Aparatur dan Pusdiklat Tenaga Kesehatan sehingga perlu kejelasan peran dan fungsi masing-masing organisasi supaya tidak tumpang tindih.

4. Mulai tahun 2011 dalam penganggaran diharapkan mengalokasikan Anggaran yang Responsive Gender (ARG).

5. Permenkes 971/ 2009 perlu dikaji kembali untuk lebih memantapkan dalam pelaksanaannya.

6. Perlu pembahasan lebih lanjut antara Kemkes dan LAN untuk menyusun penjenjangan Diklat teknis karena tidak mudah untuk menjenjangkan diklat tersebut.

7. Dalam penyusunan RKAKL perlu dibuat menu yang fleksible.
8. Dalam menu dekon perlu dialokasikan biaya perjalanan dinas untuk mitra Bapelkes
9. Hasil Forum Kemitraan :
A. BBPK Jakarta :
· Perlu diusulkan anggaran Dekon untuk penyelenggaraan diklat teknis/fungsional kesehatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah dalam bentuk paket pelatihan teknis/fungsional kesehatan  yang fleksibel.
· Agar Pusat menyiapkan menu-menu pelatihan diklat teknis/fungsional kesehatan.
· Masuk dalam komponen menu Dekon, alokasi biaya perjadin untuk kegiatan pertemuan kemitraan (unsur dinkes, Bapelkes, Badan Diklat Prop. dan WI sebanyak 2 kali/tahun tempat di Kaltim dan Batam)
· Agar disiapkan kurikulum dan modul pelatihan pengelolaan BOK. (diselenggarakan oleh BBPK Jakarta tahun 2010)
· Agar Penyelenggaran TOT pelatihan pengelolaan BOK berkoordinasi dengan Direktorat Kesehatan Komunitas.
· Perlu diusulkan dana dekon untuk pelatihan pengelolaan  BOK
B. BBPK Ciloto
Tersusunnya rencana kebutuhan diklat di wilayah mitra kerja BBPK Ciloto

C. BBPK Makassar
· Tersusunnya kegiatan kemitraan 2011
· Untuk penyusunan anggaran diklat menggunakan pola standarisasi 
· Pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan propinsi bukan berdasarkan keinginan 
· Setiap dana yang bersumber dari SDK dilaksanakan di Bapelkes 
· Harus ada pembinaan untuk mengawal setiap kegiatan kediklatan 
· Penyusunan anggaran tetap mengacu kepada standar menteri keuangan 
· Bagi propinsi yang tidak mempunyai Bapelkes diserahkan ke Dinas Kesehatan atau Badan Diklat Propinsi 
D. Bapelkes Nasional Lemahabang
· Pemberdayaan masyarakat  bidang kesehatan melibatkan lintas program dan sektor melalui pelatihan fasilitator PKMD
· Peningkatan koordinasi Bapelkes daerah, Dinas Kesehatan, dan badan diklat propinsi 
· Tersedianya informasi tentang kompetensi WI di masing-masing mitra (contoh di NTT : master psikologi kesehatan
· Capacity building dengan daerah mitra : fasilitasi penyusunan renstra dan perencanaan diklat 
· Sharing dengan daerah mitra dalam penyelenggaraan pelatihan 
· Pengembangan WI mitra sesuai keahlian 
· Kalakarya petugas pengelola LRC di daerah mitra 
· Bimbingan dan pengendalian daerah mitra 
E. Bapelkes Nasional Salaman
· Sharing anggaran
· Identifikasi masalah kesehatan termasuk rencana kegiatan

· Asistensi penyusunan rencana termasuk anggaran bapelkes dlm rangka BLU

· Merencanakan TNA tahun 2010 utk Prop. DIY dan Jateng, tahun 2011 untuk seluruh propinsi mitra
· Teridentifikasinya usulan kegiatan mitra

Hadirin sekalian yang kami muliakan, 

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Dan tak lupa kami mohon maaf yang sebear-besarnya, apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Seperti kata pepatah kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada perbuatan yang salah jangan disimpan di dalam hati. 

Selanjutnya, Kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala BBPK Jakarta, berkenan untuk memberikan pengarahan dan sekaligus menutup secara resmi “Pertemuan Koordinasi Kemitraan Diklat”. 

Wabillahi Taufiq Walhidayah 

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Batam, 14 Mei 2010
Panitia Pertemuan
SAMBUTAN KAPUSDIKLAT SDM KESEHATAN
PADA ACARA

CAPACITY BUILDING TIM PEMBINA KEMITRAAN PELATIHAN
TAHUN 2010

Yth : 

* Bapak & Ibu Kepala BBPK Ciloto, Jakarta dan Makassar

* Bapak Kepala Bapelkes Nasional

* Para Pejabat Struktural di Pusdiklat SDM Kesehatan , BBPK dan Bapelkes
* Tim Akreditasi Pelatihan Pusdiklat SDM Kesehatan 

* Panitia Penyelenggara
Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat Siang, Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, bahwasanya berkat rahmat dari pada-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat disini untuk menghadiri acara “Capacity Building Tim Pembina Kemitraan pelatihan Tahun 2010”

Bapak Ibu Saudara Sekalian,

Sesuai dengan tupoksi Pusdiklat yang tertuang dalam Permenkes RI Nomor: 1575/MENKES/PER/XI/2005 bahwa Pusdiklat menyiapkan dan melaksanakan kebijakan diklat SDM Kesehatan serta mengkoordinasikan pelatihan dilingkungan Kemitraan Kesehatan.
Untuk Itu dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan di lingkungan Kementerian kesehatan termasuk provinsi dan Kabupaten/ Kota, diperlukan upayaagar seluruh institusi penyelenggara pelatihan mempunyai kesamaan pemahaman terhadap kaidah-kaidah kediklatan. Sebagai Tim Pembina Kemitraan Pelatihan, Pusdiklat SDM kesehatan, BBPK dan Bapelkes Nasional diharapkan mempunyai pemahaman yang sama tentang kaidah-kaidah kediklatan termasuk akreditasi Pelatihan maupun akreditasi institusi pelatihan.

Hal ini dikaitkan dengan salah satu indikator kemitraan yaitu dapat memfungsikan Tim Akreditasi Pelatihan Provinsi yang ada diwilayah masing-masingsehingga diharapkan tim akreditasi provinsi ini dapat berjalan dengan baik sehingga pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di provinsi wilayah mitra berkwalitas.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi terutama pada akreditasi pelatihan di wilayah mitra.

Semoga hasil pertemuan ini dapat menunjang percepatan terbentuk dan berfungsinya tim akreditasi pelatihan propinsi di masing-masing wilayah mitra.  


Dengan Mengucap Bismillahir Rochmanir Rochim pertemuan ini secara resmi saya buka.
Wabillahi Taufiq Walhidayah 

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandung, 18 Mei 2010
Kepala Pusdiklat
